BUPATI BELITUNG’

| KI}PUTUS AN BUPATI BELITUNG

NOMOR 34 TAMUN 2003
TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAM UMUM (SMU) NEGERI
DAN SEXOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TAHUN PELATARAN 2003 / 2004 - .

. BUPATI BELITUNG,

Menimbang ¢ o bahwa  kewenungan yang wajib  dilaksanakan daerah Kabupaten/ Kota
sebagwinana diatuy dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dibidang Pendicdikan; |

b. baliwa uatuk meningkatkan daya tampung bagi Ilulusan Sekolah. Lanjutan
Tingkat Pertama, pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung
Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kecamatan Sijuk dan Membalong serta
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Keeamatan Tarjungpandan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Ieputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 060/U/2002 tentang Pedomon Pendirinn Sskolah dinyatakan bahwa
Bupati/ Walikota atau Gubernur menctapkan penditlan sekolah negesi sesuai
dengan jenis dan jenjang pondidikan yang menjatli kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ssbagairpana dimaksud diatas, perfu diatur
dan ditetapkan Keputusar Bupaii Belitung tentang Pendirian dan Pembukaan
Sokolalv Menengah Umuw, (SMU) Negerl dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMI) Negerl Tahun Pelajaran 2003/2004;

Mengingat @ 1. Undang-undang Nowmor 28 Tahun 1959 tontang Pombontukan Deorah Tingkat
Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tarabahan Lembarau Negara Nomor 1821);.

. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan - Daerah
(Lemberan Negara Tahun 1999 Nowmor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839 = ¢

3. Undang-undang Nomor 25 Talma 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaraa Negara Tahun 1999 Nomor
' YTemees Namare 3884);




Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun ¥99 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bum dan Bebas davi Korupsl, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

CUndang-undang Momor £7 Tahun 2()"00 lentang Pembentukan Propiusi
Kepulavan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan f Lembaran Negara Nomor 4033);

n

6, Und;.ng-mulnng Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara
Nomor 4301);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah |
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  3413) scbagaumana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nowor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tuihun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat”
dal.un Pendidikan Nacional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69,
] mnb.m.m Lembaran Negara Nomor 3485);

i .

9. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeralh Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Notor 3952);

10. Kepuiusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Keputusan  Presiden
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);

11. Ksputasan Menten Pendidikan dan ¥cbudayaan Nomor 035/0/1997 tentang
Perubohan Nomenklator SMP menjadi SLTP serla Organisasi dan Tata
Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri
Pendidikan Nasional Nomor 182/0/2000;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tentang
Pernbahan Nomenklatur SMA manjadi SMU, sebagaimana telah diubah
derpan Keputusan menteri Pendidikan Nasional 'Nomor 090/0/2000;

13. Kepuiusan Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor 060/U/2002  tentang
Pedomian Pendirian Sckolah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2000 Nomor 19);

15. Perateran. Dacrah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Organisasi Dinas Pendidikan (I.embaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2002 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DBUPATI BELITUNG TENTANG PENDIRIAN DAN

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN

SEKOLAM  MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN
PELAJAR AN 2003/ 2004.
i



Pasal 1

Dengan Keputusan i, didirnikan dan dibuka Sekolah Menengah Umum (SMU)
Negeri d in Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Belitung.

{ .

!
: Pasal 2
Sckolah Mcnéngah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuraan
(SMK) Negeri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
a. Sckolah Menengah Umum (SMU) Ne;:cn ! Sijuk terlctak di Kecamatan

Sijuk; i

b. Sekolah Menengah Umum (SMU) Wegeri ! Membalong terletak di.

Kecamatan Membalong;
¢. Sckolah Menengah Kejuruan (SMI) Negeri 2 Tanjungpandan terlctak di
‘r(ccnrnamr} Tanjungpandan. _

|
' Pasal 3

Mal-hal vang belum diatur dalami Keputusan ini  scpanjang mengenai
pelaksanaannyh ditetapkan oleh Bupali sesuai peraturan perunclang-undangan

yang berlala. . X

Pasal 4 .

|
=
Kepntusan ini perhku sejak tanggeal ditetapkan,

© Agar |seliap oran, mongetshuinya, memcintahkan  pengundangan
Keputsan in{ dengan pensmpatannya dalam lembaran Dacrah Kabupaten

Delitung, i

Ditetapkan di Tanjungpandan.

Diundangkan di Tanjungpandan

pndn mnggnl
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8 September 2003.

/. \Qﬁl(mlﬁd”m’.pADRAH KABUPATEN BELITUNG,
(s ; “
/ o /":()??”j'f' -\\. Al P ARr SR —ip e

*
© /’ MUKTIE MIMAN

o ‘) g.
DA iBAR/*AAERAH KABUPATEN BELITUNG TAITUN 2003 NOMOR 13

CiMy Documents KEP RUPATADUKA SEKOLAIL.dee

Pada tanggal 8 September 2003.



